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Judul s k r i p s i : AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK DAN 
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP ANAK 
DAN ISTERI MENURUT HUKUM PERDA I A 

Penulis Pembimbing 

M. Alil Dra. Hj.Lilies Anisah, SH.,MH 

ABSTRAK 
Pokok permasalalian dalam skripsi Ini adalah: 
1. l iagaimaiia Akibal luikiiii kawin kontrak Icrhadap kedudukan anak dan 

istcri ? 
2 . Eagain ian pembagian harla bersama akibat kawin kontrak menurut 

hukum pcidata? 

Selaras dengan tiijuan yang bermaksud untuk mengetaluii akibal hukum 
kawin kraitrak terhadap kedudukan anak dan isteri dan pembagian harla 
bersamaakibat kawin kontrak menurut h u k u m perdata. 

Teknik pengumpulan data berlitik beralk.ni pada penelitian kcpustakaan 
dengan cara mengumpulkan data skunder dan lersier yang tclah diperoleh 
selanjutnya di olali secara kualitalif \ 'ang hasihi ja di sajikan secara deskriktil'. 
pada taliap akhir akan di lakukan penarikan kcsinipulan : 

Berdasarkan liasii penelitian dapat di s impulkan sebagai beriktil : 

J. Akibat hukum yang dil imbulkan dari kawin ktmtrak tcrliadap 
kedudukan istri dan anak, yaitu tiadanya perl indungan hukum dan 
pengakuan negara yang meiijadikan kedudukan istri sangat lemah dalani 
ha! inelakukan t indakan luikum berupa luntutan pcmcnuhan hak-hak 
sebagai istri. Terhadap kedudukan anak dari perkawinan yang tidak 
dicalatkan, anak tersebul d ianggap sebagai anak luar kawin sehingga 
tidak bisa inelakukan luibungan hukum kepcrdalaan dengan ayah 
biologisnya. 
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Anak han>'a memil iki l iubungan keperdataan dengan ibunya dan 
keiuarga ibunya. Hal ini n ienimbulkan beban psikologis dan beban 
sosial bagi anak, Terhadap Im-ta kckayaan dari perkawinan yang tidak 
dicalatkan. apahila tcrjadi pcnglngkaran oleh suami maka. istri tidak 
mempiin>ai kckuatan iiukum untuk memperoleh hakn>'ii hiia 
dil iadapkan hukum negara. Satu-salunya ja lan yang di tempuh adalah 
melalui mediasi , musyawarai i mufakat di luar pcngadi lan. 

2. Pembagian liarta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata 
yaitu hukum perdata lidak inengatur pembagian liarta bersamaakibat 
kawin konirak karena tidk adanya bukti otentik yang mendukung 
pcrkawinan tersebut atau pcrkawinan tidak sah { pasal 119 kuhper ) 
begitu pula pasa! 35 uu perkawinan nienyatakan bahwa maiitan istri 
tidak bisa mcnuntut kecuali atas kesadaran mantan suamin )a dengan 
Jalan musy'awaraii dengan keiuarganya 
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BAB I 

FENDAIllIIAIAN 

A. [.at:ir Belakang 

Di Indonesia perkawinan adalah sah menurul hukum apabila 

dilakukari sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta di 

catalkan di kanlor pencatalanpcrkawinan.Undang-undang Nonior 1 Tahun 

1974 tentang pcrkawinan dan hukum islam memandang bahwa perkawinan 

itu lidak iianya dilihat dari aspek formalnya semaia-mata, tetapi juga dilihal 

dari aspek agama dan sosial. aspck agania menetapkan lenlang keabsahan 

perkwiiian sedaiigkan aspek Idnnal adalah men>angkui aspck admmistratil', 

yailu pencalatan di kantor unisan agma dan kantor catatan sipil.' 

Sekarang ini pelaksanaan perkawinan makin bcr\ariasi bentukn\a. 

Miilai dari perkawinan lewat kantor urusan againa (KUA), 

perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang kurang populer di 

kalangan masyarakat, yaitu kawin kontrak. I'ada dasarnya perkawinan 

dilujukan untuk jangka waklu selama- lamanva sampai maul mcmisahkan. 

Akan tetapi dalani prakteknya sering kali orang mclakukan pcrkawinan 

yang bersifat sementara yang disebut dengan kawin kontrak 

Islilah kaivin konirak sama dengan istilah nikah mut 'ah dalam 

' Wahjono 15 ha rma brat ha. Asas-asas Hukum Orang dan Keiuarga. giiamajaya. 
Jakarta . 2004, him, 101. 
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agama Islam. Dalam ha! ini islilah mut'ah sering digunakan oleh para 

kiai (pemuka agama Islam), scdarigkau masyarakat umum lebih sering 

mcnggunakan islilah kawin konirak. 

Secara climologis, niul'ah mempunyai pengertlan "kenlkmatan" 

dan "kesenangan", jadi tujuan perkawinan tersebul untuk memperoleh 

kesenangan seksual. Di lain pihak menurut syara' mut 'ah adalah seorang 

laki-laki mengawini wanitadcngan itnbalan harta (.uang) dengan batas waktu 

tertentu, Masa perkawinan berakhir dengan berakhimya masa perjanjian 

yang telah discpakati oleh kedua belah pihak dengan lanpa adanya 

perecraian. dan lidak ada kewajiban bagi laki lakl untuk memberi natTcah, 

tempat linggal dan kewajiban-kcwajiban lainnya serta unluk iiieniaslikaii 

ada atau tidaknya janin dalam rahim, wanita harus meminggu 2 kali 

haid. Bila salah salunja nieninggal dan masih ada hubungan atau ikalan 

konirak (mut 'ah). lidak ada liak warls-mewaris anlara kcduanya . 

Secara luikum Islam, perkawinan konirak adalah sualii '"kontrak" 

atau "akad" anlara seorang laki-laki dan wanita tidak bersuami, serta 

dilcnlukan akhir pcriode perkawinan dan mas kawin yang harus diserahkan 

kepada keiuarga wanita.^ 

Syarat kawin kontrak anlara Iain melakukan ijab kabul, ada mas 

kawin, dan masa waktu pcrkawinan yang telah dilcnlukan sesuai dengan 

kesepakatan kedua pihak. Walaupun kawin kontrak mempunyai ijab kabul 

^ http://K;iwin-Kontrak-Tcrhadap-Kediidukan-1 stri-Anak-Dan-Harta-Kckayaan. 

http://K;iwin-Kontrak-Tcrhadap-Kediidukan-1
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juga, tetapi ijab kabul pada kawin kontrak berbeda dengan ijab kabul pada 

perkawinan biasa, Bedaiiya terlctak pada adanya pcmbatasan waktu 

perkawinan dilaksanakan. Dalam lafadz ijab kabul kawin kontrak waktu 

berlakunya perkawinan harus disebutkan. Seorang laki-laki diperbolehkan 

melakukan perkawinan secara serentak sebanyak yang ia inginkan dalam 

waktu yang bersamaan, sedangkan wanita hanya diperbolehkan melakukan 

kontrak dengan seorang laki-laki dalam satu periode. 

Berdasarkan pengertian kawin kontrak di atas, danat diketahui 

bahv/a kawin kontrak merupakan perkawinan yang diiakukan olch laki-laki 

dan wanita uiiuik jangka waktu tertentu. Sctclah jangka wakiii tertentu itu 

lialiis, maka perkawinan itu berakhir. 

Sepcrli perbudakan dan poligaini, mut 'ah (kawin kontrak) 

nierupakan iradisi pta-lslam yang memanfaatkan tubuh pcrempuan sebagai 

obyek kenikmalaii laki-laki Dalam perkcmbangan scjarah peradaban 

Islam, perkawinan jenis Ini mcngalami proses dialektika sosial, budaya 

dan poliilk. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mut'ah peniah dihalalkan 

kemudian diharamkan, lalu dilialal'Kan lagi dan diharamkan unuik 

sclaman>a. Hal ini berarli orang yang mclakukan kawm ktiiiirak secara 

agama jelas bcrlcnlangan dengan hukum agama. Akan Iclapi karena 

adan\a suatu kcpeniingan tertentu. sampai saat ini kawin kontrak tctap 
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diiakukan oleh banyak pasangan. ' 

Kcpeniingan yang dimaksud dapat bet upa kcpeniingan yang 

berkaiiaii dengan pcnienuhan kebutuhan biologis atau dapat pula 

kepentingan yang berupa kcinginan untuk mendapatkan materi atau 

dapat pula kepentingan lainnya misalnya agar dapat bekerja dan 

menetap di suatu negara. Alasan terakhir orang melakukan kawin kontrak 

ini sering terjadi di negara Amerika Serikat. Sebagaimana diketaliui negara 

Amerika merupakan negara yang sangal. sulit memberikan izin bekerja 

atau i/.in menetap bagi warga negara as i i ig \ kliususnya yang beragama 

Islam. Padabal di Amerika upah tenaga kerja .sangat mcnggiurkan 

dibandingkaii negara lainnya, Dengan tujuan unluk mendapatkan i/.in 
menetap dan bekerja ui Amerika, sering tcrjadi warga negara asiiig 

indakiikaii kawin kontrak r'engan laki-laki atai: wanita setenipat. Di lain 

pihak bagi warga negara ash Amerika. perkawinan ini diiakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran dari perkawinan yang 

dilakukannya. Di dalani perkawinan ini biasanya diperjanjikan lidak ada 

hubungan seksual antara pasangan suami isteri yang terikat kawiu 

konirak tersebut. Setelah mempunyai isteri warga negara Amerika, laki-

laki atau wanita yang melakukan kawin kontrak dapat bebas bekerja dan 

Fiiad falirudin, A(;iri;j imit'ali dalam pandatigan islam alih bahsa marsuni 
Sasaki. VcAomait i lnui jaya, jakaila, 1992, him 73. 

' Nunianingsih Amriani, Mediasi AUematif I'enyelesaian Sengkeia Perdaia 
diPengadilaii.PT RajaGrafiiido I'ersada, Jakarta, 2011. 



menetap di Amerika. Bagi warga negara asiiig kawin kontrak dengan 

laki-laki atau wanita bcrkewarganegaraan Amerika itu sudali tcrcapai 

liijuaiiiiya kclika dia mendapatkan izin bekerja dan menetap di Amerika. Di 

lain pihak bagi warga negara Amerika yang melakukan kawiu kontrak, 

sudah tercapai tujuannya ketika dia mendapatkan bayaran atas 

perkawinan yang dilakukannya. Dalam hal ini kedua belah pihak 

merasa sania-saina diuiuungkan, sehingga perkawinan semacam ini 

masih sering terjadi di Amerika. Ketika sampai waklu berakhimya 

perjanjian kawin kontrak, maka perkawinan itupun berakhir. 

Di tndoiu-sia, kawin kontrak ini juga sering terjadi dengan berbagai 

alasan yang iiicnJasarinya. Akan telapi sering kali terjadi kav. in kontrak 

ini diiakukan dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang 

nielakukar kawin kontrak berharap mendapatkan pcrbaikan kesejahieraan 

setela!) melakukan kawin konirak, Hal ini dikarenakan pcrempuan yang 

melakukan kawin kontrak biasanya mendapatkan sejumlah materi atas 

kcsanggupannya menjadi isteri konirak. Bentuk materi yang diberikan 

beimacam-macam, dapat berupa uang, runiah, perhiasan, niobil, dan Iain-

lain. Karena ilulah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam, walaupun agama Islam sendirl telah nielarang 

kawin kontrak, akan telapi dalam kenyataannya kawin kontrak tetap sering 

diiakukan. 
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Seorang pria bisa melakukan kawin konirak di desa itu dengan 

nienyeralikan mas kawin yang tclah discpakati calon pasangan wanita. 

Pada uniuninya emas kawlnnya berupa uang. perbaikan rumah. dan 

cmas. Tidak mengherankan rata-rata wanita kawin lebih dari satu kali. 

Kawin kontrak, menurut ani katanya, perkawinan yang diiakukan 

dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak 

disaksikan orang banyak dan tidak diiakukan di hadapan pegawai pcncatat 

nikah. Kawin itu dianggap sah menunat agama tetapi mclanggar ketentuan 

pemerintah. 

Didalam kawin kontrak semua akibat hukum yang di uiaikan diatas 

sulit untuk dilaksanakan. 1 lal ini dikarenakan perkawinan yang diiakukan 

Itu sendiri tidak sah, sehingga t 'dak mempunyai hak hukum kepada kedua 

belah pihak. Dalam hal Ini yang di rugikar- adalah wanita. bagaimanapun 

wanita yang telah menjalani kawin kontrak tersebut tetap mempunyai 

kebutuhan yang harus di penuhinya setelah kawin kontrak berakhir, dan 

biasanya dalam kawin kontrak di hindari untuk memiliki anak, sehingga 

berkaitan dengan anak sering tidak terjadi masalah. 

Hal yang diuraikan di atas, penulis membuat sebuah skripsi dengan 

berjudul akibat hukum kawin kontrak dan pembagian harta bersama 

terhadap anak dan Isteri menurut hukum perdata. 
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B. PiTmiisaluhan 
Yang menjadi permasalalian dalam skripsi ini adalah sebagai bcrikut: 

1. Bagaimaua akibat luikum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan 

istcri ? 

2. Bagaimana pembagian harta bersama akibat dari kawin konirak 

menurut hukum perdata? 

C. Ruaniig Lingkup dan 'I'ujuan 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan 

diatas. tujuan yang ingin dlcapai melalu' penel'tian ini adalah 

!. Akibal hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan istcri ? 

2. Bag:iimana pembagian harta bersama akibat dari kawin kontrak 

menurut hukum perdaia? 

D. Metude I'cnclilian 

1. Mclode Pendekatan 

I'enelitian \aiig diiakukan adalah penelitian hukum iiormatit'. I.angka 

pcrtania diiakukan penelitian normatif yang didasarkan pada penelitian 

kcpustakaan bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan 

dengan akibat hukum kawin kontrak dan pembagian harta bersama menurut 

hukum perdata. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tertulis yang 

file:///aiig
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berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penulisan bertujuan meletakan 

landasan hukum yang jelas dalam meletakan persoalan ini dalam peispcktif 

hukum perdata. 
2. Metodc Pengumpulan Data 

a) Data Skunder 

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh melalui studi 

piistaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan 

sumber tertulis lainnya yang bcrkaitan dengan masalah yang diteliti oleh 

penulis. 

b) Data I lukum Tersier 

Yailu berupa kamus, balian dari internet dan bahan hukum yaug 

memberikan penjclasan tentang bahan hukum sekionder. 

E. Sis temat lka Penul isan 

Secara sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis 

membaginya dalam 4 (empat) bab, yaitu : 

B A B l : P E N D A H U L U A N 

Pada bab ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran awal 

sebagai pengatar unluk lebih memahanii pembahasan skripsi ini 

selajutnya. Dalam bab I ini dibagi kedalam beberapa sub bab yaitu 
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latar belakang, perumiisan masalah, tujuan dan ruang lingkup 
penulisan, mctode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 11: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis memaparkan semua landasan teori tentang 

tinjauan secara umum khususnya tentang perceraian yang dibagi 

menjadi Tinjauan tentang kawin kontrak, Syaral sahnya perkawinan, 

Hak atas kewajiban suami isteri, Harta benda dalam perkawinan, 

Kedudukan harta bersama. 

BAB I I I : PEMBAHASAN 

Hasil pendilian dan pembahasan, yang akan inenguraikan ii-isil 

penelitian yang relevan dengan pennasaiahan dan 

pembahasannya.Dalam bagian ini terbagi menjadi dua: Bagaimana 

akibal hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri 

Bagaimana pembagian harta bersama akibat dari kawin konirak 

menurul hukum perdata 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan masalah-niasalah yang 

dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari 

seluruh data yang diperoleh dari penelitian dan dapat pula 

memberikan saran-saran yang membangun demi kesempuniaan. 



1 

\ 
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BAB II 

TIN.IAUAN PUS I AKA 

A.TIN.IAUAN TENTANG KAWIN KONTRAK 

Perkawinan pada hakekatnya dibenluk untuk mcncapai tujuan yang 

mulia yailu membcntuk sebuah keiuarga yang bahagia lahir dan bathin. 

Kebahagiaan lahir dan bathin tersebut tidak akan tercapai jika pcrkawinan 

hanya diniaknai sebgai kwajiban untuk petiicnuhan kebutuhan biologis 

semata alaupun hanya untuk menperpanjang kctiUTjnaii. Nilai dari sebuah 

pcrkawinan hanya akan berharga apabila niemadukan liga unsure pokok 

yaitu lahir.balhin dan spiritual. Kawin kontrak merupakan salah salu jenis 

pcrkawinan >ang inasuk kedalam "kategori yang timpang' Karena tidak 

memenulii ketiga spek tersebut melainkan lianya Jikikukanbcidasarkan 

nafsu duniawi. 

Kawin kontrak adalah laki-laki menikahi seorang wanita dengan 

sesuatu dari haria unluk jangka waktu tertentu. Pemikahan ini berakhir 

dengan beiukhirnya waktu tersebut lanpa adanya perceraian, juga lidak ada 

kewajiban nafkah dan tempat tinggai serta tidak ada waris-mewarisi 

diantara kcduanya apabila salah satunya nieninggal sebcluni berakliirnya 

masa pemikahan.Pernikalian ini juga tidak mcnsyaratkan adanya saksi, 
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tidak disyaralkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya 

sama dengan wanita sewaan atau budak, 

Wanita yang dikawini dengan cara kontrak bukanlah isteri yang sah. 

Dalam hubungan suami isteri yang sah ada hak saling mewarisi, berlaku 

ketentuan talak yang tiga j ika dibutuhkan, demikian juga 'oddah ketika 

terjadi talak. Sementara dalam kawin kontrak itu tidak berlaku. 

Syarat utama nikah kontrak : 
1, Mahar : mahar dalam nikah kontrak ini berupa harta benda yang 

akan diberikan pada pihak perempuan dan hanya sebatas dalani isi 
perjanjian kawin kontrak teisebut 

2, Waktu : Dalam kawin kontrak tidak ada batas minimal mengenai 
kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah. Jadi boleh saia nikah 
mut'ah dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, salu bulaii 
hahkaii untuk sekali hubungan suami istri, 

3, Perjanjian pcniikahan : perjanjian dalam kawin kontrak Ini sangat 
diperlukan karena dalam pemikahan kontrak ada kesepakatan 
tentang jangka waktu tertentu dalam pemikahan tersebut. selain itu 
juga kesepakatan tentang juntlah maliar yang harus dibcrikan kepada 
pihak pcrempuan." 

Ciri-ciri kawin kontrak 

1. Tidak ada talak : dalam kawin kontrak tidak dikenal istilah talak, 

karena seperti di atas telah ditcrangkan bahwa nikah mut'ah 

bukanlah pemikahan yang lazim dikenal dalam Islam. Jika 

hubungan pemikahan yang lazim diiakukan dalam Islam selesai 

dengan beberapa hal dan salah satunya adalah talak, maka 

^Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani., Dasar-dasar Peinbiiaian 
Kontrak dan Aqad,, MocoMedia, Yogyakarta, 20()9htm. 4 
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hubungan nikah mut'ah selesai dengan berlalunya waktu yang telah 

discpakati bersama. Kesepakatan alas jangka waktu mut'ah adalah 

salah satu rukun/clemcti pciUing dalam mut'ah selain kesepakatan 

atas mahar. 

2. Jangka waktu ; Dalam kawin kontrak tidak ada batas minimal 

mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah, Jadi boleh saja 

nikah mut'ali dalam jangka WC'KIU saiu hari, satu minggu, satu bulan 

bahkan untuk sekali hubungan suami istri. 

3. beikali-kali lanpa batas : Diperbolehkan kawin kontrak dengan 

seorang wanilu berkali-kali lanpa batas, tidak '^eperti pemikahan 

yang lazim, yang mana jika seorang wanita telah ditalak tiga maka 

harus inenikuh dengan laki-laki lain diilu sebelum diholclikan 

menikah kenibali dengan suami pertama. 

4. Waniia kontrak diberi mahar sesuai juinlah hari yang discpakati : 

Wanita yang dinikah kontrak mendapatkan bagian maharnya sesuai 

dengan hari yang discpakati. Jika ternyata waniia itu pergi maka 

boleh menahan maharnya,^ 

Menuiut Hukum Agama Islam Dikalangan uniat islam, sudah sejak lama 
dikenal kawin konirak yailu dengan istilah nikah mut'ah, Diawal era islam 
nikah mut 'ah telah ada, adanya nikah mut 'ah karena banyak orang-orang 
tidak berada dinegcrinya atau ditcmpat tinggalnya karena sedang dalam 
peperangan ditcmpat yang jauh dan dalam perjalanan yang panjang. Pada 
saat itu masih ban>ak orang-orang yang meninggalkan masa Jahiliyah dan 

* Susanli Adi Niinmlio, Mediasi Aliernaiif Penyelesaian Sengkeia. I'daga ilmu 
lndonesia,Jakarta.2009 hal 43 
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kekafiran, sehingga untuk inenghentikan mereka dari perbuatan keji 
diiakukan dengan cara bertahap. Kata nikah mut'ah berasal dari kata A(-
lamatu yang menurul bahasa arab mempunyai arti bersenang-scnang/ 

Menurut istilah fikih, nikah mut'ah atau kawin kontrak adalah 

seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dengan memberikan 

sejumlah harta tertentu, dalarn waktu tertentu, pemikahan ini akan berakJiir 

sesuai dengan batas waktu yang telah diteiapkan, tanpa talak, tanpa 

kewajiban memberi natkah maupun tempat tinggai dan tanpa adanya saling 

mewarisi antara keduanya, j ika salah satu dari keduanya mati sebelum 

berakliirnya nikah mut 'ah itu. Kawin ini di katakari mut 'ah alau nersenang-

senang, karena akadnya semata-mala untuk senang-senang saja anlara laki-

laki perempuan dan unluk memuaskan nalsu, bukan unluk bergaul untuk 

sebagai suami istri, bukan untuk mendapatkan keturunan atau hidup sebagai 

suami istrui dengan mcmbina runiah tangga sejahtcra. 

kawin kontrak juga dinamakan kawin muaqqat artinya kawin untuk 

waktu tertentu atau kawin munqathi artinya kawin terputus yaitu seorang 

laki-laki mengikat perkawinan dengan perempuan untuk beberapa hari, 

seminggu atau sebulaii. Menurul pendapat seorang aid: tafsir Ibnu'Athiyah 

Al Andalusi, bahwa kawin konirak adalah seorang lelaki menikahi seorang 

wanita dengan dua orang saksi dan izin wali dalam waktu tertentu, tanpa 

adanya saling mewarisi antara keduanya. Silelaki memberinya uang 

'littp://syakhsiyah.wordpress.coni/tenlang-nikali/ diakses pada 2-11-2012 
pukul 07.35 



menurut kesepakatan kcduanya. Apabila masanya telah berakhir, maka 

silelaki tak mempunyai liak lagi atas siwanita, dan siwanita harus 

membersihkan rahininya. Apabila tidak hamil maka ia dihalalkan menikah 

lagi dengan lelaki lainnya. Pada pelaksanaan nikah muf'ah adanya saksi 

dalam akad nikah, hukumnya mustahabKiddk mewajibkannya. 

Demikian pula izin wali tidaklah merupakan suatu keharusan hanya 

saja hal iiu merupakan suatu kehati-hatian j ika siwanita masih gadis. Dalam 

kawin mut'ah tidak aturan tentang talak karena perkawinan itu akan 

berakhir dengan habisnya waktu yang telah ditentukan. Setelah masa nikah 

berakhir, masa iddah bagi istri adalah 2 kali haid. Jika tidak datang bulan, 

maka ma.sa iddalinya 45 haii. tapi jika suami nieninggal dunia masa 

iddahnya 4 bulan 10 hari, dan tidak ada hak waris-mewarisi suami istri 

tersebut. Nikah nniTah dilaraiig dalam islam, berdasarkan tlnnan Allah 

dalam Al Quran sural Al Mukminun ayat 7 yang artinya "Barang siapa 

yang mencari di bahk itu, maka mereka itulali orang-orang yang melampai 

batas". Sedang Hadist Rasulullah yang mengharamkan nikah mut 'ah seperti 

diriwayatkan oleh Ahmad. Muslim dan Ibnu Hlbban adalah "Wahai 

sekalian manusia, sungguh saya pcmah mengizinkaii kalian unluk kawin 

mut'ah. ingatlah bahwa sekarang Allah telah mengliaramkannya sampai 

hari kaimat"*. 

"Muhammad Shidiq Hasan Khar,, Ensiklopedia Hadis Sahih Kumpulan hadis Tentang 
Wanita. Hikmah, Jakarta, 2009, hal 348, 
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Nikah mut 'ah termasuk menyimpang dari ketentuan yang digariskan 

Allah, karena wanita yang di akad/ diikat kontrak tersebut tidak termasuk 

budak wanita yang diniilikinya dan tidak pula termasuk islrinya. Adapun 

akad perkawinan selalu diikuti oleh sahnya talak, saling mewarisi, iddah 

dan kewajiban memberi nafkah, yang mana semua itu tidak ada praktisi 

hukumnya dalam nikah mut'ah. Di dalam nikah mut'ah tidak terdapat 

persyaratan sebagaimana yang ada pada nikah biasa kecuali akad dalam 

bentuk perjanjian biasa, Selain itu tujuan luhur yang terkandung dalam 

perkawinan tidak ada dalam nikah mut'ah. Seseorang yang melakukan 

nikah mut 'ah tidak bertujuan mempunyai aitak, bahkan nikah mut 'ah bisa 

berakibat lidak nienenlunya gaiis keturunan. Dan sya'riat menganjurkan 

supaya akad nikah didasarkan alas dasar kasih sayang, cinta dan rasa 

kebersamaan dalam hidup. 

Rasa saling mcnyayangi dan kebersamaan lidak akan timbul dari ikatan 

atau akad yang hanya bertujuan untuk nielainpiaskan nafsu syahwat dalam 

jangka waktu ferbatas, bukaiikah pemikahan seperti itu sama dengan 

praktik ziiia, Dan bukankali zina itu bukan terjadi atas dasar suica sama suka 

antara kcduanya sekedar untuk inengumbar nafsu dan itulah yang menjadi 

dasar terjadinya nikah mm 'ah. 

Perkawinan meurut UU No. l TAHUN 1974 Perkawinan menurut UU 

No. l tahun 1974 adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan iiiembentuk rumah tangga yang bahagia 



dan kekal berdasarkan Kelulianan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan 

merupakan salah salu tujuan hidup manusia untuk mcncapai kebahagiaan 

lahir dan batin, khususnya dalam rangka mclanjutkan atau meneruskan 

keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin. Dalam 

perkcmbangan masyarakat sekarang ini, munculah istilah nikah mut 'ah alau 

dalam bahasa iiidonesianya kawin kontrak. Nikah mut'aii atau kawin 

kontrak tidak diatur dalam UU No. l tahun 1974, karena nikah mut'ah 

merupakan sebuah lenomena baiu dalam masyarakat. Nikah mut'ah 

mcnggambarkan sebuah perkawinan yang didasarkan pada koninik alau 

kcsepakatan-kescpakatan tertentu, yang inengatur mengenai jangka waktu 

perkawinan. imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-

masing pihak, dan Iain-Iain, Tujuan dari nikah nun'ah adalah untuk 

m.cnyalurkan nafsu birahi, tanpa diserta: adanya kcinginan untuk 

membentuk rumah tangga yang kekal, serta lerkadang juga tidak 

mengharapkan adanya keturunan. Nikah mut 'ah merupakan perkawinan 

yang ber-sifat sementara, dan sangat meiionjolkan nilai ekonomi, 

menyebabkan perkawinan ini berbeda dengan perkawinan. 

Pada umumnya, sehingga nikah mut'ah dianggap menyimpang dari 

tujuan perkawinan yang mulia. Kawin kontrak(Nikah mut'ah) merupakan 

perkawinan berdasarkan kontrak yang dalam pelaksanaannya bersifat 

sementara, dan lebih menonjolkan nilai ekonomi. sehingga sangat 



bertentangan dengan perkawinan yang dikonscpkan dalam UU No.l tahun 

1974. Pelaksanaan kawiii kontrak sangal bertcntangan dengan asas-asas 

perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974. Beberapa asas tersebut diantaranya 

adalah. 

a. Tujuan perkawinan 

Menurut UU No.l tahun 1974, setiap perkawinan harus mempunyai 

tujuan membentuk keluarga'rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan yang lidak mempunyai tujuan ini, 

bukan perkawinan dalani arti yang dimaksud dalam UU No.) lahun 1974 

Pelaksanaan kawin kontrak sangal bertemangaii dengan tujuan perkawinan 

dalam UU No.l tahun 1974. 

Kawin kontrak hanya bertujuan untuk menyalurkan kebuiuhan 

biologis tanpa disertai kcinginan untuk membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal, serta sangat mengharapkan keuntungan seeara ekonomi 

dari dilaksanakannya perkawinan, selain itu memiliki keturunan bukan 

merupakan tujuan utama dalam kawin kontrak. 

b. Perkawinan kekal 

Menurut UU No.l tahun 1974, sekali perkawinan dilaksanakan, 

maka bcrlangsunglah perkawinan tersebut seumur hidup, tidak boleh 

diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal lidak mengenai batas waktu. 

Perkawinan yang bersifat sementara sangat bertcntangan dengan asas 

tersebut. Jika diiakukan juga maka perkawinan lersebul batal. Kawin 
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konirak sangat bertcntangan dengan asas ini. Kawin kontrak merupakan 

perkawinan yang bersifat sementara. karena jangka waktun>'a dibatasi. 

Kawin kontrak tidak bersifat kekal, apabila jangka waktunya tclah liabis 

maka perkawinan dapat diputuskan. 

c, Perjanjian Pcrkawinan 

Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan 

melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini 

diatur dalam pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 yang bunyinya: 

Pasal 1. "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak 

atas perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai peneaia; perkawinan. 

Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak 

ketiga tcsangkut ," 

Pasal 2, 'Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar 

batas-batas hukum. agama dan kesusilaan." 

Pasal 3, "Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan." 

Pasal 4. "Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut lidak dapat 

diubali. kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian unluk mengubah 

dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga." Menurut isi ketentuan pasal 

29 tersebut, perjanjian 

perkawinan harus mcmcnuhi syarat-syarat sebagai bcrikut: 

1). Dibuat pada waklu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. 
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2) . Dalam beiiluk tertulis disahkan olch pegawai pencatat, 

3) . Isi perjanjian tidak mclanggar batas-batas hukum, agama, dan 

kesusilaan, 

4) . Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 

5) . Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, 

6) . Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan. 

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. laklik 

talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad 

nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu 

yang mungkiu (eijadi pad;; ma-sa yang akan datang. Isi perjanjian 

pcrkawinan dapai mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-

batas hukum, agama, dan kesusilaan. Akibat hukum adanya perjanjian 

perkawinan antara suami 

dan istri adalah sebagai bcrikut: 

1) . Perjanjian mengikat pihak suami dan istri, 

2) . Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, 

3) . Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami 

dan istri, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. 

Dalam kawin kontrak juga terdapat perjanjian perkawinan. Namun 

perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan 

perjanjian perkawinan dalam UU No.l tahun 1974. Menurut UU No. l 

tahun 1974, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar 
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batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dalam 

kawin kontrak sangat beilentangan dengan batas-batas hukum, agania dan 

kesusilaan. 

Karena isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur 

tentang jangka waktu/lamanya perkawinan, imbalan yang akan diperoleh 

salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Iain-lain. 

Dari isi perjanjian perkawinan tersebut menyebabkan kawin kontrak 

menjadi perkawinan yang bersifat sementara karena waktunya dibatasi, dan 

sangal nienonjoikan nilai ekonomi, sehingga sangal bertentangan dengan 

hukum, agama, dan ncmiu-norma kesusilaan yang berlaki! dabim 

masyarakat. Perkawinan yang sesuai dengan hukum, agama, dan kesusilaan 

yang berlaku dalam masyarakat adalah perkawinan yang bersifat kekal. 

selama-lamanya, tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tctapi juga untuk 

akhirat. Isi perjanjian perkawinan yang bertcntangan dengan batas-batas 

agama, Iiukum dau kesusilaan tidak dipcibolehkan, jadi dianggap tidak 

pcmah ada perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan tetap ada 

maka pcrkawinan tersebut batal karena melanggar ketentuan UU No.l 

tahun 1974^. 

Secara luikum bila pemikahan berdasarkan kontrak dengan maksud 

mengadakan perjanjian untuk waktu tertentu dan juga ada imbalan, jelas 

" http://.ad vokalpunvadi.blogspot.com/2009/03/kontra vers!-kawin 
kontrakbagaimana.lilml?=i.diakses pada hari Rabu,09-10-2013 09:25.ani 

http://.ad
http://vokalpunvadi.blogspot.com/2009/03/kontra


menyalahi UU No.l tahun 1974 tentang pcrkawinan. Jadi tidak ada 

perkawinan secara hukum, Apabila kawin kontrak didasarkan pada hukum 

perjanjian, Juga tidak bisa. Syarat sahnya perjanjian ada 4, yaitu sepakat 

kedua belah pihak. cakap dalam perikatan, yaiig diperjanjikan adalah suatu 

hal tertentu, dan perjanjian diiakukan atas kausa yang halal. 

Perkawinan sendiri bukanlah perjanjian biasa, apalagi melihat 

tujuannya untuk membangun sebuah keiuarga. Artinya, kehidupan baru 

yang dibangun bukanlah untuk kenikmaian sesaat atau dibangun 

berda-sarkan kesepakatan untuk waklu tertentu. Jadi kawin kontrak sendiri 

bukan bentuk yang disyaralkan UU No.l tahun 1974. 

B. Syarat-syiirat Sail nya Perkawinan 
Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat 

sebagaimana ibadali lainnya.syarai yang dimaksud.lersirat dalam unclang-

undang perkawinan dan KHI yang di rumuskan sebagai bcrikut. 

1. syarat-syarat calon mempelai pria adalah 

a. bragama islam 

b. laki-laki 

c. jelas orangnya 

d. dapat membci ikan persetujuan 

e. tidak terdapat iuilangan perkwinan 

2. syarat-syarat calon mempelai wanita asalah 
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a. beragama islam 

b. pcrempuan 

c. jelas orangnya 

d. dapal diminlai persetujuan 

c. lidak terdapat halangan perkawinan 

selain syarat beberapa persyaratan di atas, calon mempelaipun dalam 

hukum perkawinan islam di indonesia meneniukan slab satu syaral. Yailu 

persetujuan calon mempelai. Hal ini bcrarti calon mem]ie!iii sudah 

menyclujui yang akan menjadi pasangnanya (suami isteri ). baik dari pihak 

perempuan maupun piliak lakl-laki yang akan menjalani ika'.an perkawinan, 

sehingga mereka riantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan 

kwajibaiinya sebagai suami dan isteri. Persetujuan calon mempelai 

merupakan hasil dari pcminangan (khitbah) dan dapat diketahui scsudali 

petugas pegawai pencatalan nikah meminta calon mempelai uiituk 

menaiidatiuigani blanko .sebgai bukti persctujuaniiya sebelum di lakuakii 

akad nikah 

3. syarat-syarat wali nikah adalah 

a. laki-laki 

b. dcwasa 

c. mempuny ai hak perwalian 

d. tidak terdapat halangan perwalian 
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selain syarat wali nikah di atas, perlii diungkapkan bahwa wali nikah adalah 

orang yang menikahkaii seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali 

nikah dalam pcrkawinan merupakan rukun yang harus di pcnuhi oleh calon 

mempelai waniia yang bertindak menikahkannya pasal 19 Ki l l . Wanita 

yang mcnitkaii tanpa wali beraiti pernikahannya tidak sah. 

4. syarat-syarat saksi nikah adalah 

a. minimal dua orang laki-laki 

h, mcnghadiri ijab kabul 

c. dapat niengerti maksud akad 

d. beragama islam 

e. dewasa 

mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu di uangkapkan 

bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah salah satu syarat 

sahnya perkawinan. Kehadiiran saksi dalam suaiu akad nikah sangal 

mempunyai nilai persyaratan dalain persak.siannya dan niencntukan salt 

tidaknya akad nikah. Pasal 25 membuat garis hukum mengenai syarat 

dalam meneniukan kriitcria seorang yang dapal meiijadi saksi. bahwa yang 

dapal di tunjiik menjadi saksi dalam akad nikah iaiah seorang laki-laki 

muslim.adil.akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rugu atau 

tuli. 

5. syarat-syarat ijab qabul adalah 

a. adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
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b. adanya pernyataan pcncriniaan dari calon mempelai pria 

c. mcmakai kata-kata nikali 

d. antara ijab dan qabul bci sambung 

e. antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

f. orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan 

ihrain haji/umrah 

g. majelis Ijab qabul itu harus d hadirl oleh minimal 4 orang, yaitu 

calon mempelai pria atau yang mcwakilinya, wali dari 

nieiiipelai waniia atau \ ang mewakilinya, Jan dua orang saksi 

Uiidang-tJndang Nomor 1 'laliuii 1974 tentang pcrkawinan 

inengatur syarat-syarat pcikawiiuin pada Bab II pasal 6.'" 

B. H a k alas kwajilian suami istri 

Perkawinan dan adalah saulu perjanjian yang menimbulkan perikatan 

antara suami dan isteri, yang menempalkan suami dan isteri dalain 

kedudukan yang seinibang dan mengandung hak dan kewajiban yang 

seimbaiig pula bagi kedua belah pihak. Namun penling di nahami bahwa 

perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah 

perikatan lahir dan batin anlara seorang laki-laki yang kemudian 

bersetatus sebgai suami dan seorang perempuan yang kemudian 

'"Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Oi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2006 htm 
12-23 
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bersetalus sebgai Istri yang secara teleogis bertujuan membentuk 

keiuarga atau rumah tangga yang pada hakikatnya adalah kasih dan 

sayang dari luhan yang maha pengaslh dan penyayang. 

Kedudukan, hak dan kwajiban suami dan isteri di atur dalam pasal 34 

UU No. 1 Tahun 1974 menurut pasal 30 UU N o 1 Tahun 1974 suami 

dan isteri memikul kwajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi scndi dasar dari susunan masyarakat. 

Kewajiban suami dan istri itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

buku I ten tang! iukum perkawinan. 

l.Kewajiban Suami 

Kewajiban Suami diatur dalam pasal 80 yaitu : 

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumahtangganya, 
akiin letap mengenai hal-hal urusan mmah tangga yang pentiiig-
pcnting diputuskan oleh suami-islri bersama 

2. Suami wajib nielindiingi istrinya dan memberikan segala scsualu 
kepcrluan hidup bcrumah tangga sesuai dengan kcmampuamiya 

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 
memberi kessempatan belajar pengetahuan yang bcrguna dan 
bcrmanlaal bagi agama. nusa dan bangsa 

4. Sesuai dengan pengliasilannya. suami mcnanggung : 
a. Nalkah. kiswah dan tempat kcdiaman bagi isln 
b. Diaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi istri dan anak 
c. Biaya pendidikan bagi anak 

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) 
diatas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempuma dari istrinya 

6. Istri dapat mcmbebaskan suaminya dari keawjiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) 

7. Kewajiban suami sebagaimana dinaksud ayat (5) gugiir apabila 
istri nus) uz 
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1. Kewajiban Istri 

Kewajiban Isti i diatur dalam Pasal 83 yaitu 

1. Kewajiban utama bagi seorang istri iaiah bcrbakti lahir dan batin 

kepada suami didalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam 

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga 

sehari-hari dengan sebaik-baiknya 

Kewajiban Istri didalam Pasal 84 yaitu : 

1. Istri dapal dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 
kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 
{1) kecuali dengan alasan yang sah 

2. Selama istri dalam imsyuz. kewajiban suami terhadap istrinya 
tersebut dalam pasal SO ayat(4) tidak berlaku kecuali hal-hal 
untuk kepentingan anaknya 

3. Kewajiban suami tersebut, pada ayat (2) diatas berlaku kembali 
sesudah istri nusyuz 

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri, harus 
didasarkan atas bukti yang sah 
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa untuk dapat 
mcnciptakan sebuah keiuarga yang harmonis diharapkan bagi 
suami-istri untuk meiielaah lebih dalam dan meiigaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari niakna dari sebuah perkawinan, 
termasuk hak dan kewajiban suami-istri tentunya. 

D. l i A R T A BENDA D A L A M P E R K A W I N A N 

Menurut pasal 35 UU No I tahun 1974 tentang Perkawinan 

(UUP), harta bcnda dalam perkawinan terbagi dalam tiga bentuk yakni 

harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. 

a. Harta Bersama (psl 36 ayat (1) UUP No 1/1974). 
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Harta bersama yaitu harta bcnda yang dipcroleh sesudah suami-istri 

berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka bcrdua atau 

usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami 

dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban 

yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan 

kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian, maka menurut pasal 37 

UUP, harta bersama diatur menurut hukunmya masing-masing. Yang 

dimaksud dengan 'hukumnya' masing-masing adalah hukum yang 

berlaku sebelumnya bagi suami istri, yailu hukum agania, hukum adal 

dan hukum-hukum lain (KUH Perdata misalnya). 

b. Harta Bawaan {psl 36 ayat { 2) UUP) 

Yaitu harta benda yang tclah dimiliki masing-masing suami-istri 

sebelum mereka melangsungkan pcrkawinan, baik yang berasal dari 

warisan, hibaly atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan 

dikuasai olch masing-masing pemiliknya yaitu suami alau istri. 

Artinya. seorang istri atau suami berhak scpcnuhnya unluk melakukan 

perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tctapi 

bila suami istri inenentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian 

perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan diiakukan 

sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, 

harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya. 



kecuali jika ditenlukaii lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu 

penyimpanan surat-surat berharga sangat penting disini. 

c. Harta Perolehan 

Yaitu harta masing-masing suami-islri yang dimilikinya sesudah 

mereka berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh 

bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi 

merupakan hibah, wasiat alau warisan masing-masing. Pada dasarnya 

penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan, yakni 

suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum mengenai harta perolehannya masing-inasing dan jika ada 

kesepakatan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan maka 

penguasaan harta perolehan diiakukan sesuai dengan isi perjanjian. 

Demikian juga jika terjadi perceraian''. 

E. Kedudukan harta bersama 
Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang di peroleh 

suami isteri selama nikah ikatan pcrkawinan, Hal itu diatur dalam pasal 35 

UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut. 

(1). Harta benda yang dipcroleh selama perkawinan menjadi harta besama 

"Muhammad Svafuddin,Dkk,Hu*:umperceroion,Sinar Grafika.Jakarta, 2013 him 408-411 



(2).Haita bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang 

di peroleh masing-inasing sebagai hadiali atau warisa, adalah dibawah 

penguasaan masing-masing sepan jang para pihak tidak menentukan lain. 

Dari pengertian pasal 35 diatas, dapat di phami bahwa segala harta yang 

diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan,hibah,dan 

hadiah merupakan harta bersama.kama itu harta yang diperoleh suami atau 

istri berdarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami 

istri. Lain hal nya hrta yang di peroleh masing-masing suami dan istri 

sebelum akad nikah. Maria asal itu akan diwaris! oleli masing-masing 

keiuarganya bila pa.sngan suami istri itu nieninggal dan tidak mempunyai 

anak. 

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam pcrkawinan, 

dia atur dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang peikawian, yang 

nienyatakan bahwa mengenai harta bersama suami aiau istri dapat bertindak 

atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya pengguanaan harta asal 

atau herta bawaan pengunaanya diatur dalam pasla 36 ayat (2) undang-

undang pcrkawinan, yang menyatakan bahwa menjelaskan tentang hak 

suami atau istri untuk membelanjakan hrta bawaan masing-masing. 

Pasal 119 KUHPerdala 

Sejak saat di langsungkan perkawinan, maka nienunit hukum terjadi harla 

bersama meiiyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak 
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diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian prkawinan.Harta 
bersama itu, selama perkawinan bcrlangsung, tidak boleh di tiadakan atau 
di ubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. 

Pasal 89 KHI 

Suami bertangung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun 

harta sendiri. 

Pasal 90 KHI 

Istri turut bcrtanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta 

suami yang asal padanya. 

Dari pengatuian harta tersebut. Baik harta bersama maupun harta 

asal dan harta bawaan 

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam pasal 91 KHI: 
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat 

berupa bendaberwujud alau tidak bci wujud 
(2) Harta bersama yang bcrwujud dapat meliputi benda lidak 

bergerak dan surat-surat berharga 
(3) Harta bersama yagn tidak berwujud dapt berupa hak maupun 

kewajiban 
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 

satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 

Pasal 91 KHI diatas menjadi pengertian harta kekayaan menjadi luas 

jangkauannya. Sebab tidak hanya barang-barang berupa materi yang 

langsung dapat menjadi bahan makanan, melainkan termasuk non materi 
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berupa jasa dan sebgainya. Yang penting adalah penggunaan kekayaan 

dimaksud. baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama 

harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercpai tujuan 

perkawinan. 

Kalau kekayaan bersama di gunakan oleh salah satu pihak, tetapi 
tidak berdsarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang 
demikian tidak terpuji. Karena itu baik suami maupun isteri tanpa 
persetujuan kcduanya dalani menggunakan harta bersama menurut hukum 
islam tidak di perbolehkan.'^ 

Soerjono soekanlo, penelitian hukum:suatu tinjauan singkat. Raja gragindo, 
jakana.2009 Nm 37 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK, DAN PEBAGIAN IIARTA 
BERSAMA TERHADAP ANAK DAN ISTERI MENURUT HUKUM 

PERDATA 

A. Akibat liukun kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan i-stcri 

Kawin kontrak adalah laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu 

dari harla untuk jangka waklu tertentu. Pemikahan ini berakhir dengan 

waktu tersebut tanpa adan;'a perceraian, juga tidak ada kewajiban nalkah 

dan tempat tinggai serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya 

apabila salah satunya nieninggal sebelum berukliimya masa pemikahan 

Persoalan akan timbul ketika perkawinan yang tclah sah (memenuhi syarat 

dan rukun incniiru; agama islam tetapi tidak di catatkan pada leinbaga 

pencatalan negara. Biasanya akan timbul banyak masalab. Setelah 

perkawinan. Inilah disebut sebagai akibat hukum kawin kontrak. Tidak 

dapat di pungkiri kawan kontrak menjadi kesenangan di depan, membawa 

petaka dibelakang, berdampak negatif dan karena hak hukumnya tidak di 

penuhi. 

Sebagian besar ahli hukum mengakui baliwa kawin kontrak adalah 

sah dan lidak melanggar hukum negara tetapi berdampak negatif terutama 
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terhadap wanita dan anak yang di laiiirkan bila lerjadi perceraian. persoalan 

kawin kontrak ini. menjadi sebuah problem inalika hukum apabila kasus ini 

menjadi bersinggiingan dengan keaclilan. 

Efek negatif yang timbul dari kawin kontrak merupakan benturan 

dua kepentingan antara pelaku kawin kontrak yang tidak mau mencatatkan 

perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menertibkan 

administrasi kependudukan dl pihak lain sehingga perkawinan yang tidak 

di catatkan tidak di akui negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah 

akte nikah otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya akte 

nikah ini pcrkawinan nya mempunyai kekuatan hukum, hak nya ddindungi 

oleh undang-undang, 

Kawin konirak adalah suatu realiias yang terjadi di masyarakat 

indonesia yang diiakukan olch berbagai kalangan baik miskiii maupun 

kaya, rakyat jelala maupun yang berpangkat. Seorang waniia yang menjadi 

isteri dari laki-laki dalam kawin kontrak memang harus menerima 

kenyalaanya diikat secara sepihak dalam ikatan semu, bukan ikatan kokoh. 

Istcri mempunyai hak dan kewajibannya yang sama. Tetapi 

perkawinan yang tidak di catalkan ini, hukum negara tidak mengakuinnya 

sehingga persoalan rumah tangganya termasuk bila di kemudian hari lerjadi 

habisnya suatu perjanjian kontrak atau perceraian maka hanya bisa di 

selesaikan di luar jalur hukum negara alias di lakukan secara musyawarah. 



Istri tidak bisa menggugat suami, apabila di tinggalkan oleh suami 

dan istri tidak memperoleh tunjangan apa bila suami meninggal, secara 

hukum perempuan yang kawin kontrak tidak di anggap sebagai Isteri yang 

sah, akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga 

negara, mereka rentan untuk di permainkan oleh laki-laki yang tidak 

bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk 

menggugat, mudah ditelantarkan,tidak diberi nafkah dengan cukup dan 

tidak ada kepastian status dari suami, karena kawin kontrak tidak di akui 

oleh hukum. Dampak sosial lain nya, sebuah perkawinan yang tidak ideal 

dan tidak membuat suasana rumah tangga harmonis. 

Kedudukan anak yang dilahirkan dari kawin kontrak dianggap 

sebagai anak luar nikah (dianggap lidak sah) oleh negara sehingga anak 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keiuarganya sedang 

hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 bRTP dan 

pasal 100 KHI) Akibat lebih jauii dari kawin kontrak i n i , adalah anak 

yang diahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, 

biaya pendidikan alaupun warisan dari ayahnya'^ 

Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak, http://www.lbh-apik.or.icl. 

http://www.lbh-apik.or.icl
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B. Pcnibagiiin harla bersama akibat kawin kontrak menurut hukum 
perdata 

Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum 

kckayaannya dan hukum harla perkawinan lidak lain merupakan hukum 

kekayaan keiuarga, setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami 

alau isteri mempunyai harta yang di bawa dan di peroleh sebelum 

melakukakan akad pcrkawinan. Suami atau isteri yang telah inelakukan 

mempunyai harta yang di peroleh selama pcrkawinan yang di sebut harta 

bersama. Meskipun harta bersama tersebul hanya snami yang bekerja 

dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada Ji iiimah dengan tidak 

mencari nalkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-

anaknya. 

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk meinpergunakan harta 

bersama yang telah di peroleh tersebut unluk kepentingan rumah tangganya 

dengan persetujuan kedua belah pihak, Harta bersama yaitu harta kekayaan 

yang di peroleh selama peikawinan di luar dari hadiah atau warisan. 

Maksudnya harta yang di dapal atas usaha mereka atau sendiri-sendiri 

selama masa ikatan perkawinan' ' ' . 

"" Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Banii Aksara, 1999. hal 
231-232 
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Dari uraian tersebul diatas, masing-masing pihak suami maupun 

isteri merasa berhak alas harta bcrsma yang di peroleh selama perkawinan 

mereka. Perebutan harta bersama ini menjadi rumil bila masing-masing 

pihak bersikeras dengan pendiriannya baik dialami ketika perceraian karena 

kematian salah satu pihak (perebutan harta warisan dengan para ahli waris ) 

atau perceraian ketika kedua belah piahak masih hidup. Bila tidak bisa di 

tcmpuh dengan musyawarah maka akan berujung pada gugatan melalui 

pcngadilan agama, bahkan bisa menjadi sengkeia. 

Kepcmilikan hana dalam rumah tangga di bagi atas 3 kategori; 

Pertama harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami 

tanpa kepcmilikan Isteri pada harta ilu. Misalnya harta yang di peroleh dari 

hasil kerja suami dan tidak cli berikan sebagai nafkah kepada isterinya, 

atau dl wai iskan kepada suami secara khusus 

Kedua, harta milik isteri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh istc:i 

saja tanpa kepcmilikan suami pada harta itu, misalnya harta hasil kerja yang 

di peroleh dari hasil kerja isteri atau harta yang di wariskan khusus untuk 

istcri 

Ketiga Harta bersama milik suami istri misalanya harta yang di 

hibahkan oleh seseorang kepada suami isteri atau harta bcnda yang di beli 

oleh suami isteri dari uang mereka berdua(paiungan), dan sebgainya. 
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Uraian tentang harta bersama pada sebelumnya memperlegas bahwa 

harta bersama dalam perkawinan alau rumah tangga sebagian masih 

menemui masalah baik dalam praktek sehari-hari maupun pembagtannya 

bila terjadi perceraian suami isteri tersebul akibat dari perebutan harta 

kekayaan yang tidak dapat diselesaikan meski telah melibatkan pihak-

pihak terdekat yang dihormati, akhimya berujung di pengadilan agama. 

Banyak kasus perebutan harta bersama harus di selesaikan lewal pengadilan 

yang hasilnya masih seimbang. Artinya bisa di putuskan lewat jalur 

Iiukum sehingga masing-inasing pihak merasa puas atau mentok lewat 

pengadilan sehingga menjadi sengkeia yang bekerpaniangan. 

Kawin kontrak berdampak bumk pada kelangsungan hidup 

selanjutnya bagi pcrempuan yang di kawin kontiak dampak hukum yang 

timbul akan terjadi kalau ada perceraian, isteri sulit untuk mendapatkan hak 

atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan. Selain itu, 

jika ada warisan yang di tinggalkan suami karena suami meninggal dunia 

isteri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan'*. 

Pada dasarnya peneyelesaian masalah harta kekayaan dari kawin 

kontrak ini banyak di lakukan oleh perempuan/isteri dengan pendekatan 

secara persuasif dengan melibatkan keiuarga pihak suami. Jalan lain 

ditempuh dengan minta banluau LSM pcrempuan seperti LBH AI'IK, 

" Paralegal mitra sejati perempuan Indonesia (MiSPl) daiam penelitian dampak Negatif, 
kawin kontrak bagi perempuan dan ank www.idio/bandaacehaweness. 

http://www.idio/bandaacehaweness


38 

komnas perempuan, rilka annisa (women crisis) dan Iain-Iain sebagai 

pendamping. 

Kcinginan mantan istci i yang di cerai untuk meminta hak terhadap 

harta kekayaanya dalain KUHperdata pasa! 119 menemui jalan buntu 

karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung. begitu pula Pasal 35 

Undang - Undang Perkawinan juga tidak bisa ditunlut, tunlulan itu kecuali 

atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan para 

kerabal dekalnya. 

Selain banyak kasus dampak ncgalit' yang lerungkap lidak scdikit 

kasus yang tidak terpublikasikan namun dapat di selesaikan secara damai 

harla bersama dari pcrkawinan yang tidak di catatkan ini Konsekuensi 

pcrempuan yang kawiii kontrak lalu di cerai yaitu isicri tak punya hak unluk 

nienuntui harla yang di peroleh selama perkawinan, ketika berccrai istri tak 

dapal menuniui tunjangan finansial, untuk membesarkan anak, dari mantan 

suami"'. 

" m.lenipo.co/read/ne\vs/2012/03/05/063388084/aiiak-hasil-ka\\ iii-
kontrak-piinya-hak.diakses pada 8-11-2013 pukiil 03.51. 
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BAB IV 
PENUTUI* 

A. Kt'simpiiliiii 

Berdasarkan uraian-uraian dalain bab tcrdahulu, maka dapal ditarik 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri yang 

ditimbul, yaitu tiadanya perlindungan hukum dan pengakuan negara yang 

menjadikan kedudukan isteri sangat lemah dalam hal melakukan tindakan 

hukum berupa tuniuian pemenuhan hak-hak sebagai isteri. lerhadap 

kcduiiukan anak dari pcrkawinan yang tidak dicalatkan, anak tersebut 

dianggap sebagai anak luar nikah sehingga lidak bisa melakukan hubungan 

hukum keperdataan dengan ayah hitrlogisnya. 

Anak nanya memiliki huhungan keperdataan dengan ibunya dan 

keiuarga ibunya. Ha! ini menimbulkan beban psikologis dan beban sosial 

bagi anak. dari perkawinan yang tidak dicalatkan, apabila terjadi 

pengingkaran oleh suami maka, isteri tidak mempunyai kekuatan hukum 

untuk memperoleh liakiiya bila diliadapkan hukum negara. Satu-satiinya 

jalan yang ditempuh adalah melalui mediasi, musyawarah mulakat di luar 

pengadilan. 

2, Pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdaia 

yaitu hukum perdata tidak mengatur pembagian harta ber.samaakibat 
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kawin kontrak karena tidk adanya bukti otentik yang mendukung 

perkawinan tersebul atau perkawinan lidak sah { pasal 119 kuhper ) 

begitu pula pasal 35 uu perkawinan menyatakan bahwa niantan istri tidak 

bisa mcnuntut kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan 

musyawarah dengan keiuarganya. 

B. Saran 
Mengingat dampak hukum kawin kontrak lerhadap keudukan anak 

dan isicri dan pembenihagian harla bersama begitu luas maka harus ada 

upaya prcventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislatif, praktisi dan 

penegak hukum, tokoh agama danadat khususnya yang ada dii, organisasi 

perempuan. LSM, pcrangkat desa. aparat KVA dan Iain-Iain) 

mensosialisasikaii dan inelakukan penyululiaii terkait tentang hukum 

perkawinan khusunya dampak dari kawin kontrak. dapai iiiemberikan 

pemahainan kepada masyarakat mengenai perkawinan yang sah .secara 

agama dan diakuai olch negara agar mendapatkan kepastian hukum. 
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